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PANCACITA

SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 100.3.2/ [3); /2025

TENTANG

PENETAPAN PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN

PERATURAN GUBERNUR ACEH TAHUN 2025
GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentarfg
Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur Aceh tentang Penetapan Perencanaan Program Pembentukan
Peraturan Gubernur Aceh Tahun 2025;

Mengingat

;1.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 'tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan
Aceh;

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun
Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Aceh;

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan Gubernur;

MEMUTUSKAN.../2 q§
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MEMUTUSKAN:

Penetapan Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Gubernur
Aceh Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Rencana Program Pembentukan Peraturan Gubernur Aceh
sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU ditetapkan
berdasarkan usulan SKPA/Unit Kerja untuk ditindaklanjuti bersama
pada Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal tertentu yang dipandang perlu dan mendesak untuk
kebutuhan penyelenggaraan, Pemerintah Aceh dapat mengajukan
Rancangan Peraturan Gubernur Aceh meskipun tidak termasuk dalam
agenda Rencana Program Pembentukan Peraturan Gubernur Aceh
sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini dan pelaksanaannya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepada  SKPA/Unit Kerja pengusul Perencanaan Program
Pembentukan Peraturan Gubernur Aceh, agar segera mempersiapkan
draft Rancangan Peraturan Gubernur Aceh berkoordinasi dengan Biro
Hukum Sekretariat Daerah Aceh, serta dapat melibatkan Tenaga
Ahli/Unsur terkait lainnya jika dipandang perlu.

Penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur
sebagaimana DIKTUM KEEMPAT dilaksanakan dengan
memperhatikan  tahapan/mekanisme  pembentukan  Peraturan
Gubernur Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran
2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Aceh (DPA-SKPA) masing-masing sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pada saat Keputusan Gubernur ini berlaku, Keputusan Gubernur
Aceh Nomor 100.3.2/1029/2025 tentang Penetapan Perencanaan
Program Pembentukan Peraturan Gubernur Aceh Tahun 2025,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Novem ber 2025 M
12 Jumady Hwal 1447 H
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SKPA

TENTANG

Jenis

DASAR HUKUM

RESUME PENGATURAN

KETERANGAN

. 1
DINAS PENDIDIKAN
DAYAH ACEH

F]
Peramruu Gubemu: Aceh Nemor | Tahun 2017 tentang P:um;uk Teknis
bangan Prasarana Dayzh Secara
Sw:hl.nlaoieh Da)ﬂth:hl Penga]lin pada Dinas Pendidikan Dayah
Aceh

Garnui Aceh Nomor 9 Tahtun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah

Petunjuk teknis pelaksanain

Adanys petunjuk teknls pelaksanzan pembangunan/pengembangan daysh

Peraturan Gubernur Acel Nomor 53 Tahus 202 rentang Tuta Cara
Pemberian Hibah Kepada Dayah yang Bersumber dari APBA

Qo Acek Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggiman Pendldiken Dayeh

Hibzh kepada daystubalal pengajian

Tata cara pernberian hibak

Rancangen Petaturan Gubernur Aceh tentang Insentif Pimpinan Daysh,
Insenttf Tengkw/Guru Dayah dan Insentif untuk Kesejabtersan Ulama
Dayah/Ulama Khartsmatlk

(Qanun Aceh Noior 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah

Insentlf Pimpinan Deyah, [nsentsf TengkwGuru Dayih dan Insentifuntuk Kesejahervan
Ulama Dayah/Ulama Khartsmatik

Pemberlan Insentif

DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIXA DAN
PERSANDHAN ACEH

Peraturan Gubernir tentang Intezoperabilitas Data Peraeeintah Aceh

1. Perataran Prestden Nomot 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintaban
Revhaste Riwkreanike
2. Peraturan Prasiden Nomor 39 Tehun 2019 tentang Satu Data Indonesia

3. Qaus Acch Nomot 7 Tahua 2020 tentang Slaters Informatl Acel Terpadu

4. Kepunusan Gubernue Aseh Moo 06515962023 tanggal 19 Okeober 2023

tentrng Penetapac Rencana Aks| Reformasi Birokeesl Genenal dan
i Bireksat) Tezunlk Pemerintah Acch Tshun 2003

Pedmnm Teknis Integeasi antar Sistem Informasi Elektrontk yany testatt dengan aspek

bilitas Data d Lingkung intan Aceh dan Kabupaten/Kota

Mermberlkan pedsinan teknis Integras! antar Sistem Infomas Elcktronik

Perubshan Atay P Gub
Penyelenggaraan Satu Data

AcehNamor 24 Tehen 2022 tenteng

Penyesualan dengan Peratoran Mentei Delam Negetl Nonior 3 ‘Tahun 2024
tetateng Satu Date Permecintakan Dalam Negerl

DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN ACEH

Rnnungan Peraravan Gubermur tentang Rencana Pembangunan dan
P gan P han dim Kewasar k {RPIKP) Aceh

B

Perstaran Memter] Perumahan Rakyut Republik [ndonesta Nooor 12 Tahun

2014 rentang Pedoman Feny Rencana f dan Pengembang;
by han dan Kewasan P Daerah provissi dan daerah
¥al ten/Kota

Pedonan Pelaksanean

Strateg] F b dan P, P han dun Kawasan

Permukmun Selama 20 {dua puluk} Takun

Rencangan Petaturan Gubemur tentang Pembangunan Bangensn Gedung

Peraturan Fresiden Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembangunan Gedung

Petunjuk Teknis Pelaksanazn

F b Gedung Strategh

Negara

Untuk KepentinginStrategly Dacrzh Provizul Acth
Reviil Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2016 tentang.

Pemunn Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 mng Pembinan

Petunjuk Tekuis Pelaksanazn

Rumah Layik Hunl

r Pelzh -

Pembangunzn Rumah favak Hunt di Acsh

DINAS SYARIAT ISLAM
ACEH

Rancangan Peraruran Gubernue Aceh tentang Penyelenggara Peribadatan,
Pengclutzan Harra dan Hasll Wakaf Masjid Raya Baiturrahmen

dan Kawasan Permul

Undang-v.mimg Nomor 11 Tahun 2008 tantang Pemerintahan Acch Fasat 42
ayar 1 hurofe

1, Standaksasi merujemen masjid
2. Tea ruatg dow pekarangan masjld

1 K pengeluloan standar j masfid
2. Tidak maksimolnys ppengaturan tugas dan pekerjaan para leanss, muaisin
dan khadnm mas]id

DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN ACEH

Paraturan Gubemnur Aceh tentang Pedoman Pengolshan Arsip Statls

1. Undang-undang Nomor 11 Tehun 2006 Tentzsg Pemerintah Aceh;
2, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Keawsipan:

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tabup 2012 Tentang Pelaksansan Undangy

ndang Nomor 43 Tabun 2009 Tentang Keazsipan:
4 Peraturan Menter dalam Negerl Nomor #3 Tahun 2022 Tenuang Kode

Klasifikasl Arelp di Lingkungan Kementerlan dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah;

5. Peraturan Kepala Arip Naslonal Republlk Indonesla Nonlor8 Tahun 2022
1emang Jadwal Retenst Arsip di Lingkungan Anip Nasloat Republik
Indonesis;

6 Peraturan Petpuitakaan Narional Nomor § Tahun 2022 Temang Standar
Pengelolzan Koleksi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;

7, Peraturan Perpustakazn Nasiona! Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Program
Regfstras) Naskah Kanp Sebagal Ingaten Kelekeif Naslonal;

B Qanun Aceht Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keavsipan;
dart

9.  Petsturan Gubernur Aceh Nomor 124 Tehug 2016 Tentang kedudukan,
Susuraty Organisash, Tugas, Fungsl dott Tata Kerja Dinat Pexpustakean dan

i knea]

ban nasiorsl bagi kehidupan

arstp sebagal pertangg)
N Lo hoth dant

ublg:l mun mu panduan teknis dalam tnengolah arsip seatls, untuk
din § inlp

Kearsipan Acth;

Pecaturan Guberaur Aceh tentang Jadwal Retens! Arsip

1. Undang-undeng Nomor 11 Tahun 2006 Tentzng Pemerintah Aceh;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Koarvipan;

3. Petaturan Pemerntsh Nomor 28 Tahun 2612 Tentang Pelalnanaan Undang;

undang Momor 43 Tabun 2009 Tetwang Keansipar:
4 Peraturan Menterd dalam Negeri Norwor 83 Tahun 2022 Teatang Kode

Klastfikast Arslp di Linglungan Kementerlan dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah;

5. Peruturan Kepala Arip Naslenal Republik Inctonesla Nomor 8 Tahun 2022
tentang Jedwal Retensi Arsip di Lingkungan Anip Naslonal Republik
Indonesia;

5. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Standar
Pengelolsan Koleksi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;

7. Pemturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tuhun 2023 Tentang Program
Regfstrasi Nosksh Kuno Sebagai Ingawan Kolglalf Naslonal;

8  CQanun Acel Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keanslpan;
dan

9. Peraturan Guberour Aceh Nomer 124 Tahoy 2016 Tentang kedudukan,
Susumen Organisasi, Tugas, Fungst dan Tas Kerja Dinas Perpustakean dan

Kearsipan Aceh:

sebagal alat untuk mengatur anip berapa lama nsatu arsip harus diskapan, don kapan
hatut dimunabkan etau diseabkan

Untuk Mengh waktu pencasian infi 1 dengan ¢ari cnengecilian,
Menghisdari masalah Trukum, Lebih efisien dalam mengatur arsip dinamis
yang betul-betul penting, Menghemat rempar Dan Mengldetlfikasi oilel guna
arsip dinamis
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Penambahan Klasifikasl sesuai Urusan, Kewenangan, Tuges dan Fungd di lingkungan | Pensmbahan Klasifikasi sesuat Urusan, Kenwenangar, Tugas dan Fongti di Mervjuk pada Peraturan Menteri
Petrerintah Aceh. lingkungan Pemerintah Aceh dalam Negerl Nomor 83 ‘fahun
Peraturan Gubernur Acel tentang Sister Klasifikas! Kezmanan den Akses v 2022 Tentang Kode Klasifikasi
Arsip dinanils Pemerintak Aceh Azsip di Lingkungan Ketaenterian
dalam Negerl dan Pemerintah
Daerah
! prakan kel datam bidang k segara elel k yang efektif dalae | Mempermudah proses pengarsipan dalam Sistem Pemerlntatan Berbatis
Srikandi
penyelenggaraan pemerintshan Elektronik {SPRE)
Areip Tesia menjaga keutuhan, kearifon, dan kesel arsip negana yang beckiltan dengan |Memudabkan pencarian arilp yang dibuttthkan dengan copat dan tepat
P eneg kelang: $hidup bangsz dan negara,
b kat {edonesia untuk hami rekam fejak budaya bangsa yang apar keleksi nasional menjadi febib kaya dan nilai-nilal Tuhur hhu&wu.
fherisliken ragem budeya dengan nilai tingg! dan ke[iygan masa lampau sejarah dan il pengetat dapa tersl dand
Perstuxan Gubernur Aceh Koleksi Nasksh Kune v oleh pemustaka. Upaya pengervbangan kolekss naskah kune yang dﬂsl:ukan
valah satunya dengan evaluasi pemantiotan koleksi naskah kuno dalam bentuk
kailan Henich
Peraturan Gubernur Aceh tentang serah Simpan Karya Cetak dan Katya " sebagai salah satu alat telusuc terhadap catatan :ejarah Jejak perubahzn, dan meningkatkon keterbukaan medls dan sarana publik agar publikasi yang
Rekam (KCKR) perkeimbangan banga wotuk pembenguman dan bangsa dihayllkan para penelit! dapat bermanfast bagl bangsa dan negara
ha:
Perawatan Koleks] ’ ‘menjaga dan mersperpanjang usiz bahian pustaka, serta memastikan kolekst pezpustakaan: |dapyt tnenjaga nilad Informast yang terkandung dalam bahan pustaka
selalu siup pakad gerta
Menazik dan ivasi pengguna petp urauk k
P - koleksl, Menumbuhkon minat beca den cinta baca, Membangun wawaszn dan
enghargain IO i e o S e - kreatiyitast, Maniogkatkan prestesi kesja, motlvast kerja, dan dlsiplin pegawal,
Pasat 10 ayat (2) dan Pasal}1 ayat {2) Persturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 | 1. Meangatur teatang k gan peinerintah provinsi untuk pengustan kelemt t sletem perlind anak dengan mengakomodir pemenuban
1entang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak kahficota ke layak anak hak enak din pullndlmgm khusus anak
DINAS PEMBERDAYAAN 2. Menjamsin texpenuhinya hak anak agar dapat hidip, rumbuh, berkembang dan
PEREMPUAN BAN ::f’il:ra“::;i:mﬁﬁin;mmi:;hun 202 tentang v berpartisipay] secara optimal sesual dexgan harkat martabat kemanusigan, demt
PERUNDUNGAN ANAK | o ngd 3 yk judnya anak yang berkualines, berakhlak mulia dan ssjahters
3 1k lak 1 sistim perlind anak melalui pelak 24 indikater
KEA larmzwk kelembagaan dan < kelane
Peraturan Gubertius A<eh Nomor 20 Tahun 2021 ¢entang Perberian Bantuan | Meraberikan Beatlswa pendidikan berupa vang langsung kerekening siswa yatim Membantu serlngankan beban pandidikan kepada anak yatim dan/atau platu
B e ENA0g Betsrea Pond €525 Sostal Repada Anak Yorim, Fiatus Dan/Atau Yatim Plata Dalara Wilaysh Aceh. | dan’aten psca Jonjeng SDML, SMP/MT, SMASSMK/MA, 513 dar DayshiPasarteen  [Tesfang SDFMI, SMP/MTy, SMASMIMA, SLB da Daysh/Pesaniren,
Rancangan Peraturan Gubernur Aceh fentang Penyelenggarasn Bantuan Blays | Qeoun Aceh Nomor 11 Tahue 2014 tentang Penyelenggarvan Pendidik b Memsber!kan bantusn kepada anak Sekolak Luar Blasa yang berasrama dan
" Maken dan Minum Peseria Didik Pendldikan Khusus Berasrama dl Aceh Tahun [telah diubsh dengan Ganus Azeh Nomor 9 Tehun 2015 tentang Perubatun Atal Qznun |langsung ke rekening penerima berups vang
DINAS PENDIDIKAN ‘ 2025 Aceh Nomer 11 ‘Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikesn: BAB 1X Pendidikan
ACEH Rancangon Peratucin Guhernur Aceh tentang Penyelenggaraan Bantuan Luu Biasa Bn Pmdidl‘luln lnLklu:lPasnl 42 (paul 3 Pem::lnuh.\c?h ldm Peﬂ;.eﬁmnh
Blaya Maksn dan Minum Peserta Didik Fendidikan Khusus Beasrama di batas yang dagat Fetlap peseria
dldik ntuk berpastisipisl penuh dilam pendidik “ﬂwm dlak yang|

Aceh Tahun 2025

memadal unruk pendidiken lusr blasa dzn pendidikan inklusl Bagian kedua
Kewenangan Bldang Pemblayaan Pendidikan Pasal 17 (e) memberikan bantoan
perobiaysan untuk madrasal, dayak, den satuan pendidilen yang dis elenggarakon oleh

Paraturan Gubernur Aceh tentang Dednin Clahtaga Aceh (DOA)

Peraturan presides Nomor 86 Tahun 2021 tenting Desaln Begar Olahraga
Nasional

M ownhadk: i ry Toalah

dunp aceh dulam
lingkup ula.huga asyatakat, ulahrlgn p=nd.ldilun olahraga prestasl, olzhraga
penyandang diabilites dan industrl ofshroga yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Provinat Aceb sebagai baglan dad vpaya meningkatkan budaya
olahngn masyarakat, meningkatkan olehruga prestast dan menwjukarn

fan daprah

Perawran Gubetnur Acch tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan
Kepemudas

IPatarturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinast Strategls Linta
Sektor Penyzlenggarasn Pelayanar: Kepemudaan

Meningkatkan peritahaman pemuda techadap kondis masaleh dan poterst
kepemudaen yang berguna untuk mendukung peobangunan daerdh di
proving] aceh dalam menciptakan penada yang tangguh dan berdayy salng di
aceh
il ip RAD pada 5 dommain dengan indilator
di peeh dalam judlan ass cita presidest poln

P g P
ke 4 tentang peeay sefta semuds dalam pembangunan indonesia

Peraturan Guberaur Acel tentang Grand Design Keperaudean Aceh

Carun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan Aceh

Texciptanya pelayanan kepemudaan yang cesuai dengan karakteristik dan
pentuda aceh, serta membangun ketert{ban pemuda aceh dalim
pelestarian budaya dan pemb dzerah

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Bentuk dan Tota Cara Pemberfan
Penghargaan Pemuda

Patal 59 ayat {2) Qunun Ateh Nomer 4 Tehun 2016 tentang Pembangunan
Kepemudaan Aceh

1. Bentuk penghargaan.

2. Tata cata pemberian,

' Teraprestasinya prestart petmuda dan memotivast peruda fain untuk

Rantangan Peratutan Gubernur tentang Tatd Cara den Mekanisme
Pernberiin Battian Keglatsn Kepemudaan

Pasal 68 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 4 Tabun 2018 tertang Pembangunan
Kepemudean Aceh

1. Tata cars pemberian bantuan kegiatan kepemudazh

2 Mekanisine pemberian bantuan keglatan keperandaan

Terbantunya pelaksanzan berbagai kegiatan kepemudaan.

Rancangan Pezaturan Gubemur tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) tlpe A

Fasal 11 ayat (3) Permendsgzi Nomer 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelalsana Teknis Daereh

Peningkatan kasdfikasl UPTD deri kelas B menjadl UPTD kelas A dengan peningkatan
Tingkup tuges dan fungsl serta peningkatan jam kerja efekrif,

] dan/atan
yang bersifat

) kegiatan tekal
fIta UNISAR

Terjadinya peningkatan p
tkegiatar teknis p }

pelaksanaan dari argani

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata kelola Sekolah

Pasal 20 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perbangunaty
Kealahragaan Aceh

1. Tata cera pelaksanaan pembinaan Olahraga Pendidikan.

Terbentuknya peserta didik yang berprestasi dalam bidang olzhraga




SEPA. TENTANG . i DASAR HURUM RESUME PENGATURAN PELAKSANAAN. KETERANGAN
1 : T 3 1 5 = - 3 s
Keberbakatan Olahrags Aceh (SMAKON) 2. Tata cara pelaksanaan pengembargan Olshraga Pendldikan.
Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 2 Tatun 2019 tentang Rerribust Aceh 1. Tata cara pengelolaan Stadlon Harspas Bangsa Lhong Raya. Jalaninya Retrlbusi Aceh di SHB dan Mess Pemuda
R Peretucan tentang Pengelolans Stadion Harapas
DINAS PEMUDA DAN | Bangsa Lhong Raya dan Mess Permuda 2. Tata eata pengelolaaty Mess Pemuda
OLAHRAGA
Fasal 60 ayat (1) Qptitn Aceh Netmor 4 Tahun 2018 tentang Fembang Bentuk Ker) dan Kemitraan dalam neged dan luar negeri Menlngkatian peliy Keperudaan dan Pengembangan Potensl Pemuda
Razcangan Peraturan Gubermir tentang Pertukaran Pelajat Acsh Kepemudaan Acel
Jek bl b lats ik T clarthlnstrukt hebat, berbekat dan berkersban
Reccangen Perattsen Gubermur teatang Pemblasa dan Fengambangim ::a] hhﬁ ayat (X Q:nunA:eh Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembangunan 'rl‘:::e:a: P b dan peng gect pelatih/l olahraga erbentuknya pr Eyang » DBL g
Pelatib/Tnstrukiur Olshraga fekreasi TR Aee
Rancangen Peraturan Gubernur tentang Penyelenggarasn Perlambagn Pasa] 25 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pertbanginan Tata cara pelaksanaan perlombaan festlval olahraga rekremi tingkat dierah, hasional Terciptanya stlee berbakat dan berpregtagd
Pestivat Clahraga Rekreasi Tingkat Daetah, Naslons! maupua, ¥eolahragaan Aceh maupun intemasional
In tona)
Pemb: Tk 1! e} Jahr: restasl tingkat nesional | Tesclp let berbalat dan berp i
Runcangen Persturin Gbernur tentang Peryelenggarsen Kefuazaan ;:s:l!l:? q;:l (;)f;nnn Aceh Nomor 9 Tahun 2016 tentang 1 ‘;:: i:::[,m — diny ggaraan e} olahraga p ng]
Olahraga Prestast Tingkat Nasional dan Intemasional e
{Rascangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Rencana Aksi Daerah ::LM:;M’MIP:WK;:SZT: fn;l':l;;:u nz ::mB Koordloas! Strategls Lincas
|Pelayanien Eepesoudean Provinsi Aceh Tohun 2025-2029 o Peziyzlenggn ¥ pemud
Rancangan Peraturan Gubermue Aceh tentang Penyadaran Kepemudzan Tindak Lanjut Qpriun Atk Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 17
Sebagal Tindak Lanju? Quaun Aceh Nomor 4 Tahun 2018 Tentang
. N
'Rancangen Peraturan Gubernur Aceh tentang Fengembangan Tindsk Lanjut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 22 Sampal dengen 26
Kewirausashaan Pemuda sebagal Tindak Lanjut Qanun Aceh Nomoar §
Tahun 2018 Tentang Kepetnudaan
Rsncangan Peraturan Gubarnue Azeh tentang Pengembangan Tindak Lanjut Qanun Aceh Nomer 4 Tahun 2018 Pasai 28 eempal dengan 39
Kepemimpinan Perquda sebagal Tindak Lanjut Qanun Aceh Nomor 4
Tahun 2018 Tentang Kepernudaan
R Peraruran Gub Aceh rentang Pengemb Tindak Lanjut Qaows Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 41 samapal dengan 42
Kepeloporan Pemuda Sebagal Tindak Lanjut Qanun Aceh Aech Nomot 4
Tahun 2018 Tentang Kepemudaan
Rantangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pamberlan Penyedisan Tindsk Lanjut Gprun Aceh Nomor 4 Tzhun 2018 Pasal 44 sampal dengan 47
Serana dan Pranarana Kepemudaan sebagal Tindak Lanfut Qanun Acsh
Nemoe 4 Tahun 2018 Tentang Kepeamudzan
tRancangen Pezaturan Gubernur Aceh tentang Pengelolear Sarana dan [ Tindak Lanjut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2018 Putal 53 ayat (1)
Prasarana Kepemudazn seabagal Tindak Lanjut Qanun Aceh Nomor 4
Tahun 2018 Tenrang Kepemedaen
Racangan Peraturan Gubecnur Aceh tentang Pemberian Penghargaan Tindak Lanjut Qpoun Acel Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 59 ayat (1)
Kepada Pemudz Berprestas] cebagei Tindak Lanjut Qanun Acch Notor 4
Tahun 2018 Tentang Kep i
td gon P, b Ateh tentang Pend: Ki 3! Tindak Lanjut Qerun Aceh Nomer 4 Tahun 2018 Pasa! 67 eampal dengan 63 -
sebagai Tindak Lanjut Qaoun Aceh Nemor 4 Tahun 2018 Tentang
Kepemudaan
Peraturan Gubernur Aceh tentang Penyelenggarsan Pelayznan
tudul = if.
DINAS REGISTRASL Kep yag dan Inkdudt
KEPENDUDUKAN ACEH
Paquturan Gubernue Aceh tenting Penlnghkatan Kualltos Pelaysnan -
Administrasi Xependudukan Dl Aceh
Qatman Aceh Nomor 4 Tshun 2010 tentang Kesehatan Perigaturan sasaran kepasertaan JKA Masyarakat Aceh yang berhak mendaparkan kepesertaan JKA yang Perlu segera ditetapkan
DINAS KESEHATAN  |Pereturan Gubenur Acel tentang Jaminan Kesehaten Aceh ditanggung Pemerintab Aceh
Korban becana glam, bencanz nor dan bencana non alem mendapatkan hak-

Peraturan Gubetnur Aceh Penyelenggaraan Usaha Kessjahteraan Sostal
bagi Kechan Bencena Alam, Bencana Non Alam dan/ytau Bencana Soslal

1. Undang-Underg Nomot 23 Tabun 2002 Tentang Pertindungan Anak
Lembaran Negars Republk Indenesia Tahun 2002 Nomat 109, Tambahsn
Lembarat Negara Republik Indonesla Normor 4235) Sebagalmana Telah
Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tehun 2014 Tantang
Pervbaban Atas Uridang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 297, Tambahan Lembaran Negarz Republik indonesla Nomor S606).

2. Undang-Undang Nomos 11 Tehun 2009 Tentang Kesefahteraan Sostsl
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201% Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonests Nomor 4967).

3. Undang-Undang Nomor 4 Takun 2007 Tentzsg Penanggulangan Bencana
{{Rembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaton Negara Republik Tndenesta Nomor 4723,

4. Peraturan Pemesintah Republik Indenesta Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Penyelengggaraan Penanggulangan Bencana {{Lembazan Negara Republik
Indonesis Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negata Republik
Indonesia Nomor 4828),

5. Perawran Permerintah Republik Indonesta Nomor 3% Tahun 2012 Tenang

3! Kescial Sosial

Jenis-Jenis bencana
Jenls Bantuan Sosiol bagi kotban beacana

Pexlindungan dan Jaminan Sosla) pada saat dats eteluh tanggap dazurat bencana bagl
korban bencana

Pemeliharaan taraf kesejat s0sla] korban bencana
Pelayanan Scsial Khusus lainnya

Tanggungjawab P h Provinsi dan kabup Kota dalam Penang; korkan
bencata

hak nya

Korban becana glam, bencana non dan bencana non alam mendapatkan
Peluyanan Soslal dan pemellharaon taref kesejahteraan acsial

Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah mampu i
Bidang Sosial
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DINAS SOSIAL ACEH

‘Peraturan Menter) Sosial Republik Indonesia Nomor $ Tahun 2018 Tenrang

Standar Teknls Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bldang
Sosia1dl Daerah Proving dan Kebupaten/Kota.

F Menteri Sosiat Republik [adonesia Nowor 16 Tahun 2013
Tentang Standar Nasienal Rehabilitast Soslal.

Crun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Soslal.

Rencangan Peraturan Gubernut Aceh tentang Unit Layanan Disabllitas

10

13,

Fasal 18 syat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rept:blik Tndonesla Tahun
1945;
Undang Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Dasrih

Fembentuks: Unit Loyanan Disabilitag di bidang:
a, Pendidikan
b, Kesehatan

e, Ki gakerjaan

Otonom Proplnsi Atjeh den Perubahan P bentukan Propinsi
Sammstera Utara (Lemibaran Negaru Republik indonesia Tahun 1956 Nomor
&4, Tambalun Lembaran Negata Republik Ingonesla Notor 1806}

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Axsl Manusla
{Letabzran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 165. Tambahan
Lernbaran Negara Repuablik Indonesia Nomor 3886):

Undang-Undsng Nomor 11 Talun 2006 tentang Pemerintaban Atch
{Lembaran Negara Republik Indonesla Tyhun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lemnbaran Negara Republik indonesia Nomo 4633);

Undang-Undang Norsor 23 Tahun 2014 tentsug Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesla Takun 2014 Nomor 244, Tumbahan
Lembaran Negara Republik Indonesis Nomor 5387 tebagaimana telah
Beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tabun

2093 tentang Penatapan Peraturan Pemerintah Pengganth Undang-Undang

Nomar 2 Tabun 2022 tentang Cipta Kerja Men]sdi Undang-Undang
{Lembaran Negars Republik Indonesia Takun 2023 Notmor 41, Tambahan
Lextbaran Negara Nogor 6841);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandeng Diszbilitas
(Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Undang-Undang Naroor 23 Tabun 2002 tentang Perlindungan Anak
pebllk Indonesia Tahun 2002 Nomas 109, Tambahan
Lembatan Negara Repubtik Indonesia Nomor 4235) sebagalmana telzh
diubah beberapa kali terakhir deagan Undang-Undang MNemeor 17 Tahun

{Lembaran Negara R
¥

2016 tentang Penttapan Peraturan Pemezintah Pengganti Undan;-m_\‘dang

Nomoz 1 Tatwun 2016 teztang Perubabar Kedua Aas Undang-Undang
Nomor 23 Tehun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undzng-
Undang {Leribaran Negara Republik Indonesia Tahua 2016 Nomor 37,
Tambahan Lembaren Negara Republik [ndonesia Nomer 3546);

Undarig-Undang Nomar 16 Tehun 2011 reatang Bantuan Hulum

{Lembaran Negara Republik [ndoncsia Tahun 2011 Nomor 144, Tambahan

Lembaran Neara Republik Indonesla Nomor 52481

Undang-Undang Namor 17 Takhun 2023 tentang. Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambzhan Lembaran
Pegara Republik indonesia Noroor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Kesejahueraan Sosiz) Bagl Penyandang Ditabilivas (Lembarat: Negara
Republik Indonessa Tahun 2019 Nomor 138, ‘[smbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6368);

. Peraturan Pemerintak Nomor 70 Tahun 2019 temang Perencanaan,

Penyelenggatean dan Bvaluas] Verhadap Peng! Pelind dan
Pemenuhan Hak Peyandang Disabilitas {Lembaran Negaru Republik
Indonesia Tahun 2619 Noraot 164, Tambahan Lembaron Negara Republik
Indonesl Nomor 8399)

Peraturun Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodast yang
Laysk untuk Peserts BIdlk Peayandang Disabilitas (Lembaran Negana
Republik fndonesia Tahun 2020 Nomer 56, Tembehan Lembaran Negara
Ranuhlik Tndnnsds Namar R4

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tshun 2020 tentang Akseslbilites
Terhadap P i Publik dan Perlind darl Bencana

Bagl Penyandang Dischilitae (lembaran Negara Regublik Indonesia Tahun

2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negaré Republik Indonetia Nomor
6540%

. Pemturan Pemerintai Nomor 60 Tahun 2020 tentang Uit Layanan

Dlsabititas Bidang Ketenagakerjaan {Lembaran Nepaza Republik Indozesla

Tahwn 2020 Noraor 234, Tsmbahan Lembaran Negata Republik [ndonesta

Notuot 6568);

Peratuzan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 teptang Layanan Habititasl

dan Rehabilitasi Bagh Pemyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tembahan Lembaran Negara Republlk

Indonesia Nomor S&601);

P Meateri P Pembangunan Nesioral/Kepala Badan

T bangy Nasfonal Republik Indonesia Nomor 3 Talun

2021 tentang Pelak Peraturan Pemerintsh Nomar 70 Tahun 2019

tenteng Perencanaun, Pemyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap
Pelind «lan P that Hak P

Tengt &

dang Disabilltas;

d. Kebencanasn

. Kewirausahpan dan Xoperasl

£, Kesejahteraan Sostal Tugas dan Fungsi Unit Layanan Disabilltas Anggaran
Pembentukan Unit Layanan Disabili

b3 dang Disabllites mendapath

hak haknys.

B danp Disabitl donatk

pel yung peitna pada instanst

F
penyelenggars pelayansn publil

Ikan kewenangenmya dalam Pemenshan

h dapat

Hak Penyandsog Dissblltas
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17. Qgnun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesefahteraan Soslal
{Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor
55).

Tanda Kehormatan Aceh

Raocangan Persturan Gubernur Aceh tentang Pembedan Penghargaan
Kepada Petints Kemerdekoan, Kelunrga Pattfawan Naslonal dan Penerima

1. Pasal 18 ayst {6) Undang-Undang Datar Republik Indoneyia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nemor 24 Tatun 1956 tentang Pembentulkan Dasrah
Otonom Propinil Acels dan Perubshan Persturen Pembeatukan Proplng
Sumatera Utara (Lembaran Negers Republik Indonesls Tahun 1956 Nomor
64, Temtahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 1103);

3. Undang-Undeng Nemor 11 Tolun 2006 tentang Pemerintahan Areh
(Lembaren Negara Republik Indoresla Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan
Lerebaran Negera Republik Indonssia Nomoe 46335

4. Undang-Undang Nomoe 23 Tabun 2014 teatang Femerintahan Daerak
{Lembaran Negara Republik Indocesla Tahun 2014 Nomor 244, Tembahan
Iemberan Negara I 12 Nomer 5587} telah
dlubah

5. Persturan Pemerintah Nomer 39 Tahun 2012 temang Penyelenggarain
Kesejahreraan Solal.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahon 2012 tentang Hibsk Daerab.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolazn Barzag

Mk Negara/Dactah {Lerubaran Nogara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 92, Tambzhan Lembaran Negara Republik Indeneals Nomor3533)

sebagaimana telah diubeh dengan Peraturan Peraerintsh Nomor 28 Tahun

2020 tentang Perubahan Atas Persturzn Pemerintah Nomor 27 Tohun 2014

tentang Pengelolaan Barang Milik Negarz/Dactah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambzhan Lembaren Negara

Repubiik Indonesia Neraot 6523);

~

B Perauran Proslden Nomor 78 Tahun 2018 tentong Pesvyaretan dan Taw
Car setta Boraran Tunjangan Bekelanjutan Bagl Pejuzng, Perintls
Kemerdekaan. dan Koluarga Pahlawan Natlonal

9. Petateran Mented Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolen Barang Mitk Dzerah (Berita Negora Republik Indonesla Tahun
2016 Nomer 547%

Kategorl Penerima Penghargaan
Bentuk Permberian Penghargaan
Monitozing dan Evaluasl

Pemblayzen

Perintts Kemerdekaan, Kefuarga Pahlawan Nasional dan Penerlma Tanda
Kehormatan Aceh mendapatksn hok haknya sesuai persturan perundang-
undingan

Pemsriatsh Acsh dspat mengimpl 1 ganaya dalam
dan Pemb Pengh kepada Petintis Kemerdekaan,
Kaluargn Pahlaswan Nesional dan Pengrima Tacda Rehoomstin Aceh

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
ACEH

Talun 2033

Peraturan Gubernur Acsh tentang Rencana Kesja Pemerintah Aceh

Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tatacara perencanaan, pengendallan
dan evelugsi pembangunan daersh dan tata cara evalvas] mncangan peraturan
daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD dan

Peeatursn Gubernur Aceh inl merupakan pedoman kepada SKPA dan Kabupsten/Eota
dalam melekuken perencanaan dax pengangparen daerah tshun 2025

Perencanaan dan penganggaran SKFA dan Kibupaten/Kota tahun 2025
menfad! lebih fokus, terukur, dan tepat sasaren,

Pecangkat (Renja-SKPA) Aceh Tahun 2025

Peraturzn Gubernur Aced tentang Penstapan Rencana Kerfa Saruan Kerjs

RPTHD don RencavaRody Pemedsnigh Praph

Peemendags No. 86 Tahun 2017 tentang Tatacars perencanaan, pengendalian
dan gvaluas! pertibangunan daerah dis 1ata carg evaluasl rancangan peratucan
daeruh tentang REJPD dan WPIMLD serts tata cara Perubahan RPJPD dan

Peraturan Gubernur Acel Ini merupakan pedoman kepada SKPA dalam menyusun
Rentans Ketft Angparn (RKA)

Perencanasn dan penganggarin SKPA senual dengan feu Strategh, Tupokel
dan Kewerangan

REJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perzturan Guberaur Acch tentang Frogum dan Keglatan Bervama
Pamerintah Acch dan Pemerintsh Kabupaten/Kota Tahon Anggaran 2025

Cpmun Aceh Nomor L Tahun 2018 sentang Perubshan Ketiga atag Qanun Aceh
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Tainbahas Dan Bagl
Hasil Minyak in 'Gas Bumnl dan Penggunazn Dana Otonomi Khusus.

Peraturan Gubernur Aceh ind bertujust iotuk menentukan Pagu Indikalf Program den
Kegjatan Berrarna Peroerintah Aceh Tahun Angparen 2025

Menjadi acuan Pemerintah Aceh dalam menyusun Program dan Keglatan
bersama Tzhun Anggaran 2025

Peraturan Gubeynur Aceh tentang F
Acely (P-RKPA) Tahua 7025

Renczna Kerfs Pemerintat

Gubernur Aceh inl merupakan pedoman kepada SKPA dalim melakuken

Permendagri No. BS Tahun 2017 tentang Tatacara p ¢

bazhan terhadap p dan péngangatan tahun 2034

den evaluasi pembangunan daerah dan tata cera. evilua:l e
dactsh tentang RPJPD dan RPJMD sma tata cara Perubahan R?;I?D dan

Pertncanaan dan penganggaran SKPA menjsdi lobih fokuw, tervkur, dan tepat
sasaran,

RPMD dan Rencira Ketla F h Cuerals,

Pezzturan

Perubshan Rencana Ketja

Aeeh tentang P

52w Kerfa Petangkat (P-Renja-SKPA) Aseh Tabun 2025

Permendagrl No. 86 Tahun 2017 tentang Tatacara perencansan, pengendslian
dan evaluast pembangunan dzerah dan tata cara evaluas] rncangan persturan.
dacrah tentang RPJPD dao RPJMD serta tata cara Perubahan REJPD dan

hat dsn penganggaran SKPA. cesual dengan Isu Strategly,

Peratiran Gubernor Aceh inl merupakan pedoman kepeda SKPA dalem
Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

mpoksl dan Kewenaongan

RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

Peraturan Gubernue tentang Roadmap Sanlrzs! Provingl Acch 2025 - 2029

Permendeg Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layatan Sanitast
Berkelanjutan Di Daerak Tahun 2022 - 2024

Memberikan landacar logls, terukor dan komprehensif bagl pexerinumh provins
teckait pengelolaan pembangunan nanitasi & wilayah provinsi dalm melaksanakan

Menjzdi rujukan pelaksanaen pembangunan sanitast di wilayah provinsi oleh
pemerintoh provinst dan menjadi pedoman ;perunglu:daerah provinsi dalam
Jakuls dekatan dan strategi kebijskan p g sanitasi guns

rencana pengembangan lima (5) tahun ke depan bagf pemt canltasi di Provinsi

Talrsk e Aon

peng; peng P target
RPIMD

Migas dan Dana Otonomi Khsus

Peraturan Gubernur Aceh tantang Perubahan atas Peraturan Gubernue
Acels Nomor 22 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolasn TDBH

(Qanun Aceh Nomot 6 Tabun 2024 tentang Perubahan Keemnpat atas Qumun
|Acel Nemor 2 Taliun 2008 tentang Tata Cara Pengalokaslan Tambahan Dana
Bagi Hasll Minyak dan Gas Burol dan Pengunasn Dana Otonommi Khustis

Peraturan Gub Acthinl pakan ped: kepada SKPA din /Kota

P dan penganggeran SKPA dan Kabupaten/Kota wwhun 2026 untuk

dalam melekukan perentanaun dan penganggarat dzesah tabun 2026 untuk alokast
sumber Dana TDBH Migas dan Otonomi Khusus

sumber Dana TOBH Migas dan Cronoml Khusus menjadi leblh fokus, terukyr,
feria tepat tasaran,

Peraturan Gubarnur Acek tentang Partltipasi Masyarakst Dalan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarekat
dalar Penyelenggataan Pemerntahan Daeral

Feratwran Gubemur inl menjadi pedoman kugl Satuan Kerja Perenghat Aceh untuk
memperkuat pelibstan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan

Masyatakat memiliki rasa kepemilikan terhadep program pembangunsn

Penbangunan

Aneh

Peratiran Gubetniur Aceh tentang Rencana Induk Pertumbuhan Hijau

(Qanun Aceh Nemor 1 Tehun 2023 tentang Rencanz Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Gubemur ini menfadi pedomtan bagl Saran Kerja Ferangkar, sektor rwasta,
wesyaraket dan seluruh roftra pembangunan Aceh agas dalam melakunakan kegistin
ekonomi harus mengutamakan kelestazlun lingkungan hidup

Aech dspat menlogkatkan Indeks Ekonomi Hijan, meningkatkan PDRB hifau,
serta membangun kegiatzn ekonomi da2n industzi rendah karboa untuk
mitiges| perubahan fklim

dan Strategis Berkelanjutan Acel

Peratran Guberrur Acch tentang Pengembangan Komodit Unggulan

Peratuzan Gubernur Aceh tentang Pengembangan Komoditl Ungrulen dan
Strategis Berkelanutan Aseh

Peratuzan Gubernu:ini mgn]adl pedoman bagl Satuan Keda Perlnghl Aceh, seltor

Acch dapat meningkatkan Indeks Ekonomi Hijan dan Tndek; Ekonomi Biru,
PDRB dari sektor Datat dan Laut, mengunng emist karbon

wasta, dan masy untuk melaktanakan kegiatan p k ditds yang
memilili kewnggulen dan nilal strategis bertrasls kawasan terintegrast dan berpegang
rinsip keberlanjutan

{untuk menheapal net zero emisalon pads tahun 2043) terts Beredaptash

 Tahun 2025-2045

Perahusan Gubernur Aceh tentang Peta Jalan Pangembangan XKakio Aceh

Peraturan Gubernur Acch tentang Peta Jalan Pengembangan Kakao Aceh Tahun|
2025-2045

Peratiiran Gubernur ini menjadt pedoman bagl Satuan Kexja Peranghat Ateh, sektor
cwasta, dan masyarakat untuk melakeanakan keglatan pengembangan Kakao yang

memiliki ke an dan nilai strategis

terhadap perubahan {kdim
Ateh dapat melshirkan dob dan mening) Indeks Etonomi dan

Menlnghkatkan PDRB serta beradaptas! tethadsp perubshan iddim
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1. PerawranF b Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelol Mengatur tentang Pengeluaran Daerah Mendahului P Anggznn Pendap M hl kel gelusran daetaly ik hhﬂi‘)"ﬂ! Bidang Perbendaharean
:;n:::f:;:::::: ;ﬁﬁ;‘:ﬁiﬁ,ﬁ:‘;zﬁ ;:18;:;?;;: .::;!:I:hun 7 Kemangan Dzerah; dan Belanja Acch Tahun Anggaran 2024 berrifat mengikat dm belanja yang bc:rsll':t wiijib zpabila APBA Tahun
Anggaran 2023 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoz ¥7 Tahun 2020 tentang Pedoman Anggaran 2024 terlarobat dicerspkan
Teknis Pengelolagn Kewsngan Dierak
Peraturzn Gulb Acch tentang Pembeb danfatau
Keringanaz Pajak Kendaraan Bermotor dan Dendanya, Pajak Progresif
serta Denda Palsk Alr Permukean
1. Undang-Undang Nowmor 1 Tabun 2022 tentang Hubungan Kenahgan antara {Mengatur tentang penghitungan dase pengensan pajok Kendatasn Bermotor (PEB) dan [Muztan Baru dau Penyetualan Nilai fual Kendaraan Bermotot dalam rangka 1 Bldang Pendapatan
Iperaturon gubsmar Acehtentang Dasar Peagensan Pejek Kendstaan P intah Putat dan Pemerintahgn Daerah; Bea Ballk Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendataan bermotor perabuatan  {ektensifikasi dan Intensifikss) PKB dan BENKB
Bermotor dan Bea Ballk Nama Kendaréan Bermotor Pembuztan Sebelum R Pnﬂimﬂnrﬂwmﬂl}\lmrﬁ Tahun 2623 tentang Ketentvan Umum sebelum Tahun 2025
‘Tahun 2025 Pajak Daerah dan Retribusl Dzerah: dan
3. Peraturan Metiteri Dalam Negeri mengenai Dasat Petigenazn Pajak
Kendaragn Bermotor, dan Pelak Alar Berat Tahyhn 2025
1. Undang-Undang Nomor ] Tehun 2m2 tentang Hubutyzan Kevangan antara entang penghi darar penge Pajak Aot Bezat (PAB;] untuk alst Muatan baru dan penyesuatan Nilai Jual Afat Berat dalam rangka Hidang Pendspatan
P intah Pusat dan P | Daernh; berat pembyatan cebelum tahun 2025 ekstensfkasi dass intensifikast PAB
Peraturan Gubernur Aceh tentang Dasar Pengenann Pajak Alat Berst 2. Persturan Pemgrintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Ketentuzn Umum
Pernbuatin Sabelun Tshun 2025 Paiak Dzersh dan Retritasi Caerb; dan
3. Perawuran Mented Dalao Neger! mengenas Desar Pengenaan Pajak
Kendaraan Bermator, Bea Ballk Mama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat
Betat Tahun 2025
1. Undang-Undang Nomoy 1 Tabun 2022 sentang Hubungan Kevangan autara |Mengatur 2eoting Feninjauan Tarif Rewribusi Aceh Penyesualan tarif Reuibusf Aceh dlam rangha intensifikasi Retcibusl Aceh  |Bidang Pendapatan
Rancangan Petaturan Gubernur Aceh tentang Peninfauan Tarif Retribusi " F 5 Putat dan P hen Daerab;
Aceh 2. Peraturan Pemerintak: Nomor 35 Tabun 2023 tentang Ketentuan Umum
Palpk Dharsh Dan Retribus] Daereh
R Petaturzn Gub Aceh tentang Penyesuatan Detall Rincian 1, UndangUndang Nomor | Tahun 2092 tentang Hubungan Kevangan antara Ehengarar tentang Penyesuatan Detail Rinclan Objek Retribust Penyesualan tarif Retribugl Aceh dalam ranghs ekstenaifikasl Reelbui Aceh  [Bidang Pendapatan
Objek Ratribusi v Pemerintah Pusst dan P Diereh;
2 Peraturen Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum
jak Dzerah Dun Retribusl Deerah
1. Peratursn Pemerntzhan Nomor 13 Tatun 2019 tentang Pengelal Teknls ¥ Gaji, Tunjangat: 31U Peghasilan Ketlga Belaa Tahun Terbayar Gajl, Tunfangan stau Penghasilan Ketiga Beles Tahun 2025 Bldang Perbendaharaan
Iecatiran Gubernur Aceh tentang Pedoman Teknls Peraberian Gali, L ::“‘“3‘“ ?“‘:ﬂ“ b T 200 eptng Persbertan Gof, Pe 2025
2 nghasi ’ raturas Pemesinl um. tenteng Permberlan ua,
Eu;;j;:ﬁ g::::r::zinuh ;::hmniia“:e;uwhpada Pl NegeriSipin Tunlangan, atau Penghailan Ketlga Belas Tahun 2025
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
‘Teknis Pengelolaan Keusngan Daerah.
1. Petaturen Pemerincah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelal gatur Teknly Pemb: T Harl Raya Kepada Pegawat Negerl Sipll di Terbayarnya Tuntangan Harl Raya Kepada Pegawal Negexl Sipil di Bidang Ferbendiharaan
Peraturan Gubernur Aced tentang Pedeimar Teknls Pemberian Tunjangan 2, ::‘:u’:r!:: ?:;T:;ﬂah Talen 2024 tentang Permberten Turfangan Harl Lingkungan Pemetintsh Aceh Tebun 2025 Lingkungar: Pemerintah Aceh Tahun 2024
Hark Reys Bagt PegrwalNeger Sipil dl Lisghungen Pemertnah Acsh s Raya Kepada PNS Tahun 2025;
3. Pertumen Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahur: 2020 tentang Pedoman
‘Teknfy Pengeloluan Keusngan
1. Perxturan Pemarintsh Nomor 12 Tshup 2019 tentang Pengel tchtang Pengel Dacrah Mendahulul Penetapan Anggiran Pendap M hi keleangh d 1 dactah untuk belanja yang |Bldang Perbendzhamazn
Persturan Guberaur Aceh tentang Pengelusran Daerah Mendshulul v Keuangan Daersh; dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2026 beraifor mengikat dan belanja yang bersi!n walib apabils APBA Tahun
Penetapan Anggaran Pendopatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2026 2, Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 77 Tahuh 202C tentang Pedoman Anggaran 2026 terlembat diretapkan
Teknis Pengelolaan Kevangan Daerah
1. Peraturen Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Mengatur tentang tala cam penatausahan penericuan daerah T haan p daeral Blding Perbendahataan
Keuangan Duerah
Peraturan Guberour Aceh tentang Sistent dan Prosedur Penstausahaan ’ 2. Peruturan Menters Dalam Negeri Nomet 70 Tahun 2061 tentang Sistera
BADAN PENGELOLAAN |Feretimann Datzah Informasl Pemesintalan Dasrah;
KEUANGAN ACEH 3. Petaturan Menter Dalam Negeri Netnor 77 Tabur 2020 tentang Pedoman
Teknip Pengelotaan K, Dzerzh,
1, Peraturan Pemetlntah Nomaor 12 Tahun 2019 tenting Pengelol pengelslaan kas Peroerintah Aceh [ Tertibnya pengelolzan kay deerh Bldang Perbendzharazn
Keuangan Daerh;
Pesatuzan Gubezuir Acch tantang Pongeloluan Kas 2, Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Kewangan Caegh
Rancangan Pereturan Gubernur Aceh tentang Perubahan Aros Peraturan 1. Undang-Undang Nomor 1 Tshun 2022 tentang Hubungan Keuangan entara | Mengatur tentang perubahan beberapa pasal pada Peraturat Gubernu Aceh Nomor 34 O 1 pelak P gutan pajak Aceh dyn Retribusi Aceh. Bidang Pendapatan
Gubarnur Aceh Noror 34 Tahun 2024 tentang Petunfuk Pelalaanasn Pemerintah Pusat don Py ben Daerah; Tahun 2024 renteng Petunjuk Pelaksanaan Qanim Aceh Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Qoun Aceh Nosmor 4 Tokun 2074 tenteng Pajik Aceh dan Retrifsl 2. Peratussa Pemerlntah Nosor 35 Tabut 2023 tentang Ketentuas, Usipts  [Pajak Aceh dan Retribusi Aceh
Aoch Pjak Dacrake dan Retribusi Daerah;
1. |Unding-Undsng Nomot 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kevasgon antera [ Mengatur teatarg Pedaman Pemetiksazn dan Penagihan Pajak Aceh Pedoman pengujian k han p han kewajiban palak dan tujusn kis  [Bldang Pendapetan
Rencangan Peratusan Gubernur Acch tentang Pemeriksaan Pzjak dan P intah Pusat dan Pemerintaban Daerak; dalam rangka melzksanakan ¥ P 7 d dang;
Penagihan Pajok 2. |Petaturan Pemerintsh Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Ui {mengensi Pajak den Retribust dacrah
Pajak Daerah dan Retributl Daerzh;
1. |Qanun Acelt nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusl Aceh; [Mengatur tentang Nital Perolehan Ait F kaan sebagal Dasar Penghitungan Pajak Adr [F muatan patal-pasal yang bersifut subtanslal dan urgenr pada Bldang Peadapatan
Permukaan Peraturar Gubemur Aceh Nomor & Tahun 2024 tentang Nilal Perolehan Air
2 [Peraturan gubernur Aceh tentang Porunjuk Pelaksanaan Canun Aceh Permnukasn dalem sangka mempetbaiki tata kelola pemungutan Pajak Air
Nomor 4 Tabnin 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh; Parmukasn
3. |Peraturan Menteri Pekerjaan Uttum dan Perumzhan Rakyat Nomor
Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Nilal Peroleken Air 15/PRT/W/2017 Tuhuin 2017 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai
Permulasn | |Perolehan Air Permukaan;
4. |Peratuzran Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Aras
Peratutan Gubernur Aceh Nomor 52 Tabuy: 2014 tentang Penetapan Nilat
Perolehan Alr untuk menghltung Pajak Alr Permulagn;
5. |Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tabun 2024 tentang Nilal Perolehan
Air Permukaart.
Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2074 tentang Pengelolaan Kevangan Acelr, 1. Pengarusan umur piutang; Optimalitasl pengurusan plutang daecak Bidang Akuntansl

2. Perhitungan penylsiban piutang
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3. Klasifikasl piutang Jancar, kurang lancar dun macet;

Pemsturan Gubernur Aceh tentang Penghapusan Piutang v 4. Kriterla penyelesalan piutang yang dapat cershkan ke kantor Pelayanan Kekaysan
Negara dan Leleng (KPENL)
5. Metode penghapusan plutang.

Bidang Akuntansl

Peraturan Menteri Dolm Negeri Nomor 77 Tuhun 2620 tentang Pedoman 1. Koreksi ztas pencatstan tahun sebelumnya;

Toknts Pengelolasn Keuangan Daerah
z F bahan masa manfust atas beberap tetap perzlatan dan mesin;

Peraturat Gubernur Aceh tentang Kebljaban Akuntans v
3. Kriteria Asct Extratum.

d E wiengatast kondlsi ekonoml masyerakat yang tedang menurun Bldang Pendapatan

1, |Undang-1ndang Nemor 1 Tabun 2022 tentang Hubungan Kenangen antara tentang pembret pajuk atas k

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dagrah;
™ B, Gub Aseh tentang Perabebasan Palak Atas v 2. |Peraturan Pemerineih Nomor 35 Tabrun 2023 tentang Ketentuan Umum
Kendaraan Bermotor Pajak Duersh dun Retibusd Daerah;

3. 1Perzturan Gubarnur Aceh Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk
Pelaksonaan Qunun Aceh Nomor 4 Tahurt 2024 tentang Fajak Acch dan

Reryiburi Acek.
L laland: | Amanat Pergturen Perundang-Undengan sebagalmana tersebut dalam

1. Undang-Undang Nomor 20 Tehun 2023 tentang Aparatur Slpil Negatu; Jenis-|eninp 5240, 14T Cara p
konsideran draft pergub (terlampir) dan masuk dalem Lndiiator NSPK

2. Peraturan Pemerintsh Nomor 11 Tahun 2017 tenting Mangjemen Pegawai manajemen ASN

Negetl Sip!l sebagaimana telah diubeh dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tabiun 2020 tentang Perubahan Peraruran Pererintah Nomor 11

Tahun 2017 tentang Mena|emen Pegawal Neged Sipll;

an Peraturan Gub tentang Pengt n Bagi Aparawur Sipil
Negara di Lingkungin Pemerintah Ateh

3 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tabun 2018 tentzng Manajemen Pegawsl
Pemerintah dengan Peran]ian Kerja.

Pengaturan Disiplin Pegawal Permerintat: dengan Ferjanjlan Kerja mengenal kewajiban, |Amanat Peratursn Perundang-Undangan sabagaimana tersebut dalem

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Apartur Sipl) Negars;
T R p ik sanks! dan p konsideran draft pergub {terlampir}

R g b tentang Disiplin Pegawal Pemerinnab
Dengan Perjanjian Keda di Lingkungsn Pemerintzh Aceh 2. Petmuran Pemerintah Nomo: 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawal
Pemgrintzh dengan Perjanjlan Kerja

| Amanat peraturan KPK dsn mayuk dalasm indikatse MCP KPK “Perlussan

1, Undang-Uindaug Nemor 28 Tehun 1999 tentang Penyelenggarion Negara  |Penyesualan techadap Pejabat/Penyalenggara Negasa yang diterapkan rebsgal Wajih omanaspers
2jib Lapo:

Yang Bersih din Bebas darj Korupy, Kolus! dan Nepotlsme; Lapor
2, Undang-Undang Nemer 20 Tahun 2001 tentang Perubahas mas Undang-
Undang Nomer 31 Tahun 1995 zentang Pemberantasan Tindak Pldans
BADAN KEFEGAWAIAN Konupsl;
ACEH 3. Undang-Undang Nomoy {1 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Nepoulsine;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2023 tentang Aparatur Sipi] Negars;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tabwn 2021 centang Disiplin Pegaveai

Negerl Siplk;

Instrukyl Presiden Nomor 5 whun 2004 tenggsl 2 Desember 2004 tentang

Pertepatan Permberantasan Korupsl;

7. Surst Edaran Mented Pendayzgunaan Apsratur Negatd Nomor
SE/D3/M.PAND4/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggana
Negara

2. 8 Peraturan Komisl Pemberantasan Korupsi Nomar 07 Tabun 2016 tentang
Tata Cara Pendaftaran, P dan P I Harta Xekay
Penyelenggara Negara sebagal telzh diubah beberapakali terakhic
dengan Peraturan Komis? Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Ketua Atag Persruran Komisl Pemberantasan Korvpsl
Noraor 07 Fohun 2016 tentang Tala Carg Pendaftaran, Pengurmuman dan
Pemertizaan Harta Kelayzan Penyelenggara Negara.

Peraturan Gub g Laporan Hacta Kekayzan
Penyeltnggors Negara dl Lingkungan Pemerinth Acelx &,

Fasal 145, 146, 147, 148 dan 149 Ganun Acch Nomor 19 Tahun 2018 tentang | 1. Kedudukan dan anggungjawal: Untak fodkan kep hukum period anak yatltn dan/atau Skala Peloriias
N Baltul Mal pebagainsana telah diubal dengan Qanun Aceh Nomor3 Tahun 2021 | 2, Pendataan anak yatim/orang dewass, wall dan haranya harta anak yotim dan penctapan wali pengampu olch Mahkamah Syarigh
T tentang Penga Perwallzn v tentang Perubahan Atss Qanun Aceh Nomor 10 Tabun 2018 teatang Balbal Mat [ 5 yedinast apnar lermbagainstarst

4, Pembizyaan pengawasan perwaliant

R Peraturan

Pasal 120 Qaous Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tenung Baktu) Mal sebag: 1 kenlng Belanja Zakat dan [nfak Fleksibelitas pangalolaan belan]s zakar dan infik Skala Priorites.

Rencangan Peraturan Gubernur tentang Pengelolasn Zakat dan infak 7 telah diubah dengan Qpmun Aceh Nemor 3 Tabun 2021 tentang Ferubshan Atae (2. Rekening bersaldo Zekat dan Infik
pada Baltal Mal Areh {perybshan) tamun Aceh Nomor 10 Tabun 2018 tentrng Baity] Mal 3. Peng fleksibelitay p fpentalran eakat dan infak

SEKRETARIAT BAITUL )
MAL ACEH Pasal 86 ayat 1, 2, 3 dan 4 Qanun Aceh nownor 10Tahun 2018 tentang Baitul Hak Keuangan DPS, Badan BMA, Tenaga Profesional, Tenaga Pendaaping Tidak Tetap |Sebagai pedoman dalans pecganggaran dan pedoman pada standar pembizyzan [Skala Prlosias
Pemerinysh Aceh

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Hek Keuangan DPS, Bedan BMA, o |Mal sebagalmana celah diubah dengan Qgnun Aceb Nomor 3 Tahun 2021 dan Relawan
Tenaga Profesional, Tenaga Pendamping Tidak Tetzp dan Relowan tentang Perubahan Atss Qanun Aceh Momot 10 Tshun 2018 tentang Bairul Mal

fegignal dibawah Badan BMA  |Skala Priortas

Pasz]  ayat (3) Qpron Aceh Noomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal 1. Kedudvkan , Tugas dan fungsi Tenzga Profesional Untuk judkan k gan Tenaga I

R Peratucan Cub tentzng Tenaga p sebapaimana telah diuhah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 202 tentang 2. Penghap Tenaga Profeslonal pada Sekretar
Perubshon Ates Qetun Aech Nomor 10 Tabun 2018 zentang Baitul Mal
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